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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pelaku Perantara Dalam Proses Peredaran Dan Penjualan Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2025/PN Mdn

Peredaran dan penjualan narkotika yang marak menjadi perhatian serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini menunjukkan adanya tantangan besar bagi sistem penegakan hukum, kesehatan masyarakat, dan keamanan nasional. Faktor penyebab terkait maraknya kasus peredaran dan penjualan narkotika antara lain karena kemudahan akses dan distribusi narkotika melalui jalur internasional dan domestik, tingginya permintaan dari pengguna, baik karena faktor sosial, ekonomi, maupun psikologis, adanya jaringan sindikat besar yang mengendalikan peredaran narkotika secara tersembunyi, dan teknologi digital dan media sosial sebagai sarana promosi dan transaksi ilegal.[footnoteRef:1] [1: Novia Nanda Pertiwi, Op.Cit., hlm. 234.] 

Dampak sosial dan kesehatan dari maraknya kasus peredaran dan penjualan narkotika tersebut dapat meningkatkan angka kecanduan dan gangguan mental di masyarakat, menimbulkan kerawanan kriminalitas dan kekerasan, mengancam generasi muda dan masa depan bangsa, dan beban tinggi pada sistem kesehatan dan lembaga rehabilitasi.[footnoteRef:2] [2: Ibid. ] 

Upaya penanggulangan terkait maraknya kasus peredaran dan penjualan narkotika tersebut dapat dilakukan penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan terhadap pelaku peredaran narkotika, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam mengungkap jaringan narkotika, penguatan kerja sama internasional dan antar lembaga terkait, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya narkotika, dan penggunaan teknologi informasi dan data analitik untuk deteksi dini dan pemantauan.
Dengan demikian, maraknya kasus peredaran dan penjualan narkotika menuntut seluruh elemen masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah untuk bekerja sama secara sinergis. Upaya pencegahan dan penindakan yang berkelanjutan sangat penting agar bangsa ini dapat melindungi generasi masa depan dari bahaya narkotika dan menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan produktif.
Modus operandi proses peredaran dan penjualan narkotika biasanya melibatkan pelaku perantara secara hati-hati yang menunjukkan kompleksitas dan kecanggihan jaringan sindikat narkotika. Perantara berfungsi sebagai penghubung antara produsen dan pengedar, maupun pengedar dengan konsumen akhir. Mereka biasanya bekerja secara rahasia dan hati-hati untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum. Perantara dapat berupa individu maupun kelompok yang memiliki jaringan luas dan terorganisir.[footnoteRef:3] [3: Moh. Kholilul Rokhim dan Nurbaedah, Op.Cit., hlm. 28. ] 

Proses peredaran dan penjualan narkotika dilakukan sangat hati-hati, seperti penggunaan identitas palsu dan dokumen yang tidak lengkap saat melakukan transaksi, pemanfaatan komunikasi melalui pesan terenkripsi, aplikasi pesan instan, atau media sosial untuk koordinasi, penggunaan kode tertentu, isyarat, atau bahasa rahasia untuk menyamarkan maksud dan tujuan, transaksi dilakukan di tempat yang aman dan tertutup, seperti lokasi tertentu yang hanya diketahui oleh anggota jaringan.
Teknik pengiriman narkotika dilakukan dengan cara yang sulit dideteksi, seperti menggunakan kendaraan, paket kiriman, atau pos. Penyembunyian narkotika dalam barang lain, seperti makanan, pakaian, atau barang pribadi lainnya. Penggunaan perantara di berbagai titik geografis untuk memperlambat dan menyulitkan pelacakan. Perantara melakukan rotasi dan pergantian anggota secara berkala. Sistem pengawasan dan pengendalian ketat terhadap anggota jaringan. Penggunaan teknologi dan sistem intelijen untuk memantau aktivitas dan mengidentifikasi pelaku.[footnoteRef:4] [4: Ibid. ] 

Modus operandi yang hati-hati dan terorganisir ini menjadi tantangan besar dalam upaya pemberantasan narkotika. Oleh karena itu, penegakan hukum dan strategi pencegahan harus mampu mengikuti perkembangan modus operandi tersebut agar efektivitas penindakan dapat ditingkatkan.[footnoteRef:5] [5: Dewa Ayu Risma Pranasita, I Nyoman Gede Sugiartha, Kade Richa Mulyawati, Op.Cit., hlm. 271.] 

Peran pelaku perantara dalam proses peredaran dan penjualan narkotika sangat penting dan strategis karena mereka menjadi penghubung utama antara produsen dan konsumen akhir. Perantara bertindak sebagai jalur distribusi yang menghubungkan berbagai tingkat dalam jaringan narkotika, mulai dari produsen, pengedar besar, menengah, hingga ke konsumen kecil. Mereka memastikan kelancaran aliran barang dari sumber ke pasar lokal maupun internasional.
Pelaku perantara mengatur dan mengoordinasikan proses transaksi, termasuk penjadwalan pengiriman, pembayaran, dan pengiriman barang. Mereka sering menggunakan sistem pembayaran yang sulit dilacak dan komunikasi rahasia untuk menghindari deteksi. Perantara bekerja hati-hati untuk melindungi diri dari risiko hukum, seperti penangkapan dan penyelidikan aparat. Mereka biasanya memiliki jaringan pengamanan internal dan menggunakan metode komunikasi yang aman. Mereka mengatur cara penyembunyian narkotika dalam barang kiriman, kendaraan, atau paket lainnya. Pengiriman dilakukan secara hati-hati untuk menghindari pemeriksaan dan penangkapan, termasuk menggunakan jalur ilegal dan modus operandi canggih.
Pelaku perantara bisa menentukan harga jual narkotika di tingkat mereka dan mengatur distribusi ke berbagai wilayah. Mereka juga menentukan strategi pemasaran dan promosi dalam jaringan, termasuk penggunaan kode atau bahasa rahasia. Selain distribusi, pelaku perantara juga bisa memberikan dukungan logistik, seperti tempat penyimpanan sementara, alat komunikasi, dan sumber daya lainnya. Mereka menjaga hubungan dengan anggota jaringan dan memastikan kelangsungan operasi.[footnoteRef:6]  [6: Mohanis, Op.Cit., hlm. 5.] 

Pelaku perantara juga harus selalu berhati-hati dan memiliki strategi untuk menghindari penangkapan. Mereka juga menghadapi risiko kerugian finansial jika barang tidak terjual atau terjadi penipuan. Dengan peran yang sangat penting ini, pelaku perantara menjadi salah satu ujung tombak dalam proses peredaran narkotika. Upaya pemberantasan harus menyasar semua level, termasuk pelaku perantara, agar jaringan narkotika dapat diputus secara menyeluruh dan efektif.
Berkaitan dengan pembahasan penelitian ini tentang peran pelaku perantara dalam proses peredaran dan penjualan narkotika berdasarkan putusan nomor 355/Pid.Sus/2025/PN Mdn, maka untuk memudahkan analisis penelitian ini, peneliti akan menguraikan kronologis dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan putusan tersebut. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat melihat dan mendeskripsikan tentang bagaimana peran pelaku perantara dalam kasus peredaran dan penjualan narkotika tersebut.
Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu baik saksi-saksi maupun Terdakwa Muhammad Fauzi ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi maupun Tersangka di penyidik.
Kasus ini terungkap ketika Kiki Rezeki Siregar ditangkap petugas Ditres Narkoba Polda Sumut pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 23.15 Wib di Jalan Ir. H. Juanda Kelurahan Suka Ramai Kecamatan Medan Polonia Medan tepatnya di pinggir jalan sedangkan Terdakwa Muhammad Fauzi ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Padang Golf Kelurahan Suka Damai Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya di pinggir jalan, karena terkait Narkotika. 
Awalnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib Joko Sugito bersama-sama dengan Sarwedi dan Abdul Rahmat Tumanggor yang merupakan petugas Ditres Narkoba Polda Sumut menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya menerangkan bahwa akan ada yang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di seputaran Jalan Padang Golf Kota Medan tepatnya di pinggir jalan. 
Kemudian Joko Sugito bersama dengan Sarwedi dan Abdul Rahmat Tumanggor beserta tim pergi ke lokasi, lalu sekira pukul 21.00 Wib Joko Sugito bersama dengan Sarwedi dan Abdul Rahmat Tumanggor beserta tim tiba di Jalan Padang Golf Kota Medan tepatnya di pinggir jalan, lalu sekira pukul 22.10 Wib Joko Sugito bersama Sarwedi dan Abdul Rahmat Tumanggor beserta tim melihat 1 unit mobil Honda Brio warna Putih dengan nomor polisi BK1521-HY yang dikemudikan oleh Kiki Rezeki Siregar yang didekati oleh Terdakwa Muhammad Fauzi yang sedang mengendarai 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu Joko Sugito bersama dengan Sarwedi dan Abdul Rahmat Tumanggor beserta tim mendekati Terdakwa Muhammad Fauzi dan Kiki Rezeki Siregar namun Terdakwa Muhammad Fauzi dan Kiki Rezeki Siregar langsung berusaha melarikan diri. Kemudian Joko Sugito bersama dengan Sarwedi dan Abdul Rahmat Tumanggor beserta tim melakukan pengejaran terhadap Terdakwa Muhammad Fauzi dan Kiki Rezeki Siregar.
Kemudian Joko Sugito bersama dengan Sarwedi dan Abdul Rahmat Tumanggor beserta tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Fauzi yang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam lalu Joko Sugito bersama dengan Sarwedi dan Abdul Rahmat Tumanggor beserta tim melakukan pengejaran terhadap Kiki Rezeki Siregar lalu sekira pukul 23.15 Wib, Joko Sugito bersama dengan Sarwedi, Abdul Rahmat Tumanggor beserta tim berhasil menangkap Kiki Rezeki Siregar yang mengendarai mobil Honda Brio warna Putih dengan nomor polisi BK-1521- HY di Jalan Ir. H. Juanda Kelurahan Suka Damai Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya di pinggir jalan.
Kemudian Joko Sugito bersama dengan Sarwedi dan Abdul Rahmat Tumanggor melakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai Kiki Rezeki Siregar tersebut lalu dari dalam mobil tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 buah goni warna coklat didalamnya terdapat 15  bungkus plastik teh cina warna gold merek Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 15.000 gram netto, 14 bungkus plastik teh cina warna hijau merek Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 14.000 gram netto, 1 buah tas warna hitam bertuliskan Paris didalamnya terdapat 2 bungkus plastik bening berisikan 10.000 butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah dengan berat keseluruhan seberat 4.070 gram netto, 1 buah tas warna coklat bertuliskan Paris didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisikan 5.000 butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah dengan berat keseluruhan seberat 2.025 gram netto dan 1 bungkus plastik bening berisikan 5.000 butir narkotika jenis pil ekstasi warna kuning dengan berat keseluruhan seberat 1.920 gram netto, 1 buah tas warna biru bertuliskan Paris didalamnya terdapat 2 bungkus plastik bening berisikan 10.000 butir narkotika jenis pil ekstasi warna kuning dengan berat keseluruhan seberat 3.868 gram netto, 1 buah tas warna biru bertuliskan Paris didalamnya terdapat 2 bungkus plastik bening berisikan 9.000 butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru merek Kenzo dengan berat keseluruhan seberat 3.475 gram netto yang ditemukan di bagasi mobil Honda Brio warna putih dengan nomor polisi BK-1521-HY, dan 1 unit handphone merek Vivo warna hitam. 
Kemudian Joko Sugito bersama dengan Sarwedi dan Abdul Rahmat Tumanggor melakukan interogasi terhadap Terdakwa Muhammad Fauzi dan Kiki Rezeki Siregar terkait barang bukti yang ditemukan di dalam mobil Kiki Rezeki Siregar tersebut dan oleh Terdakwa Muhammad Fauzi mengakui bahwa narkotika jenis sabu dan pil ekstasi yang ditemukan di dalam mobil yang dibawa Kiki Rezeki Siregar tersebut adalah narkotika jenis sabu dan pil ekstasi yang dibawa oleh Kiki Rezeki Siregar untuk diserahkan kepada Terdakwa Muhammad Fauzi yang selanjutnya akan ada orang suruhan Syawaluddin (DPO) untuk menjemput barang bukti narkotika tersebut dari Terdakwa Muhammad Fauzi, kemudian Terdakwa Muhammad Fauzi dan Kiki Rezeki Siregar berikut barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 15.00 wib Kiki Rezeki Siregar bertemu dengan Imam (DPO) di Jalan Jendral Sudirman Desa Sei Jawi Jawi Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan tepatnya di pinggir jalan, lalu Imam menawarkan pekerjaan kepada Kiki Rezeki Siregar untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Muhammad Fauzi di Medan dengan menawarkan upah sebesar Rp3.000.000 per bungkus sehingga total upah keseluruhan adalah sebesar Rp111.000.000 dengan kesepakatan bahwa upah akan diberikan oleh Imam setelah Kiki Rezeki Siregar berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi tersebut kepada Terdakwa Muhammad Fauzi, dan oleh Kiki Rezeki Siregar menerima tawaran yang diberikan Imam tersebut, dan selanjutnya Imam mengatakan kepada Kiki Rezeki Siregar untuk berangkat esok hari. 
Kemudian keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib Imam menghubungi Kiki Rezeki Siregar melalui telepon untuk bertemu dengannya jam 3 di tempat yang sebelumnya Kiki Rezeki Siregar pernah bertemu dengan Imam dan selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib Kiki Rezeki Siregar berangkat dengan menggunakan 1 unit mobil Honda Brio warna putih. Setelah Kiki Rezeki Siregar tiba di Jalan Jendral Sudirman Kab. Asahan tepatnya di pinggir jalan, lalu Kiki Rezeki Siregar menghubungi Imam untuk memberitahunya bila Kiki Rezeki Siregar sudah sampai di tempat yang dijanjikan dan Imam (DPO) memberitahu Kiki Rezeki Siregar bila Ami (orang suruhan Imam) menuju tempat Kiki Rezeki Siregar menunggu dan menyampaikan kepada Kiki Rezeki Siregar agar Kiki Rezeki Siregar mengambil uang jalan Kiki Rezeki Siregar sebesar Rp.3.000.000 dari Ami dan selanjutnya komunikasi terputus.
Kemudian sekira pukul 15.20 Wib Ami (DPO) mendatangi Kiki Rezeki Siregar di Jalan Jendral Sudirman Kab. Asahan tepatnya di pinggir jalan dan membuka pintu mobil Brio warna Putih dengan Nomor Polisi BK 1521 HY yang diparkir Kiki Rezeki Siregar di pinggir jalan tersebut, lalu Ami memasukan 1 buah goni warna coklat di dalamnya terdapat 15  bungkus plastik teh cina warna gold merek Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 15.000 gram netto, 14 bungkus plastik teh cina warna hijau merek Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 14.000 gram netto, 3 bungkus plastik bening berisikan 15.000 butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah dengan berat keseluruhan seberat 6.095 gram netto, 3 bungkus plastik bening berisikan 15.000 butir narkotika jenis pil ekstasi warna kuning dengan berat keseluruhan seberat 5.788 gram netto dan 2 bungkus plastik bening berisikan 9.000 butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru merek Kenzo dengan berat keseluruhan seberat 3.475 gram netto ke dalam 1 unit mobil merk Honda Brio warna Putih dengan nomor polisi BK-1521-HY yang Kiki Rezeki Siregar gunakan sebagai alat transportasi dan mengangkut narkotika jenis sabu dan pil ekstasi tersebut, lalu Ami menyerahkan uang muka kepada Kiki Rezeki Siregar sebesar Rp.3.000.000 dan kemudian pergi meninggalkan Kiki Rezeki Siregar.
Kemudian sekira pukul 18.30 Wib Kiki Rezeki Siregar kembali melanjutkan perjalanannya menuju kota Medan, dan di tengah perjalanan sekira pukul 21.20 Wib Kiki Rezeki Siregar menghubungi Imam dan Imam (DPO) mengirimkan pesan Whatsapp berisi nomor handphone Terdakwa Muhammad Fauzi kepada Kiki Rezeki Siregar dan selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Kiki Rezeki Siregar menghubungi Terdakwa Muhammad Fauzi Muhammad Fauzi dan memberitahu Terdakwa Muhammad Fauzi bila Kiki Rezeki Siregar sudah berada di tol dan Terdakwa Muhammad Fauzi memberitahu Kiki Rezeki Siregar lokasi bertemu di CBD Polonia dan selanjutnya Kiki Rezeki Siregar pergi ke arah CBD yang terletak di Jalan Padang Golf Kel. Suka Damai Kec. Medan Polonia Kota Medan tepatnya di pinggir jalan dan sekira pukul 22.00 Wib Kiki Rezeki Siregar menghubungi Terdakwa Muhammad Fauzi dan mengatakan bahwa Kiki Rezeki Siregar sudah sampai di CBD yang terletak di Jalan Padang Golf Kel. Suka Damai Kec. Medan Polonia Kota Medan tepatnya di pinggir jalan.
Kemudian sekira pukul 22.10 Wib Terdakwa Muhammad Fauzi menghubungi Kiki Rezeki Siregar menanyakan mengendarai apa Kiki Rezeki Siregar dan Kiki Rezeki Siregar menjawab mengendarai mobil Brio warna Putih dan tidak lama kemudian Terdakwa Muhammad Fauzi datang dengan mengendarai 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi BK-5050-ALA dan mendekati mobil yang dibawa Kiki Rezeki Siregar, lalu Terdakwa Muhammad Fauzi Muhammad Fauzi memberi kode kepada Kiki Rezeki Siregar agar Kiki Rezeki Siregar mengikuti Terdakwa Muhammad Fauzi mencari lokasi yang tepat untuk transaksi serah terima narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dan oleh Kiki Rezeki Siregar kemudian pergi mengikuti Terdakwa Muhammad Fauzi dari belakang, yang mana perbuatan Terdakwa Muhammad Fauzi dengan Kiki Rezeki Siregar tersebut telah dipantau oleh saksi Joko Sugito bersama-sama dengan saksi Sarwedi, saksi Abdul Rahmat Tumanggor beserta team yang mengikuti Terdakwa Muhammad Fauzi bersama dengan Kiki Rezeki Siregar dari belakang.
Kemudian Terdakwa Muhammad Fauzi menghubungi Kiki Rezeki Siregar melalui telepon menanyakan Kiki Rezeki Siregar bersama siapa dan Kiki Rezeki Siregar menjawab bila Kiki Rezeki Siregar sendiri, kemudian Muhammad Fauzi menanyakan kepada Kiki Rezeki Siregar siapa orang yang berada di belakang Kiki Rezeki Siregar dan Kiki Rezeki Siregar menjawab tidak ada, kemudian Terdakwa Muhammad Fauzi merasa curiga dan mengatakan kepada Kiki Rezeki Siregar agar ia melaju cepat kencang dan membuang handphone Kiki Rezeki Siregar sambil Terdakwa Muhammad Fauzi melaju dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam, yang akhirnya Terdakwa Muhammad Fauzi dan Kiki Rezeki Siregar tertangkap.
Adapun pekerjaan Terdakwa Muhammad Fauzi sehari-hari tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik. Kemudian Terdakwa Muhammad Fauzi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti tersebut. 
Fakta menunjukkan bahwa Kiki Rezeki Siregar sudah 2 kali menerima narkotika dari Ami atas suruhan Imam dan menyerahkannya kepada Terdakwa Muhammad Fauzi. Kiki Rezeki Siregar pertama kali menerima narkotika dari Amin sekitar 3 minggu sebelum penangkapan Kiki Rezeki Siregar dan Terdakwa Muhammad Fauzi dan narkotika jenis sabu yang Kiki Rezeki Siregar terima saat itu dari Amin sebanyak 20 kilogram dan Kiki Rezeki Siregar serahkan kepada Terdakwa Muhammad Fauzi. Terdakwa Muhammad Fauzi mengetahui bila narkotika yang akan diterima dari Kiki Rezeki Siregar itu merupakan barang yang dilarang tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang; 
Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan tersebut, peneliti dapat melakukan analisis terhadap peran pelaku perantara dalam peredaran dan penjualan narkotika dalam kasus tersebut. Adapun peran pelaku perantara tersebut dapat peneliti uraikan pada pembahasan berikut ini.
Adapun identifikasi pelaku perantara dalam kasus tersebut yaitu Kiki Rezeki Siregar berperan sebagai penghubung utama yang menerima narkotika dari Imam (DPO) dan kemudian mengantarkannya ke Muhammad Fauzi. Imam berperan sebagai pengatur dan suruhan yang mengarahkan pengiriman narkotika dari lokasi tertentu ke tempat tujuan. Ami bertindak sebagai pengambil barang dari Kiki Rezeki Siregar dan menyerahkannya ke mobil yang dikemudikan Kiki. 
Adapun pola peredaran melalui pelaku perantara dalam kasus tersebut yaitu Kiki Rezeki Siregar bertindak sebagai kurir yang menerima narkotika dari Imam dan kemudian melakukan perjalanan menuju Medan. Terdakwa Muhammad Fauzi sebagai pembeli dan pelaku perantara yang akan menerima dan mengedarkan narkotika. Terdapat hubungan langsung antara Imam, Kiki Rezeki Siregar, dan Muhammad Fauzi sebagai jalur peredaran.
Adapun mekanisme penyalurannya adalah narkotika dikirim melalui orang suruhan Imam kepada Kiki, kemudian dikirim ke Muhammad Fauzi yang menunggu di lokasi tertentu. Terdapat pengaturan waktu dan komunikasi yang ketat, termasuk pemberian kode dan lokasi pertemuan. Peran pelaku perantara dalam sistem peredaran yaitu pelaku perantara seperti Kiki Rezeki Siregar berfungsi sebagai penghubung utama yang mengatur pengiriman narkotika dari sumber ke penerima akhir. Mereka berperan sebagai jalur distribusi yang mempermudah peredaran narkotika secara terselubung dan terorganisasi.
Keterlibatan pelaku perantara menunjukkan adanya sistem distribusi narkotika yang terorganisasi dan berperan sebagai jalur penting dalam peredaran gelap. Peran pelaku perantara ini menjadi faktor penting dalam penjatuhan hukuman karena menunjukkan tingkat keterlibatan dan peran strategis dalam jaringan peredaran narkotika. Dengan demikian, pelaku perantara seperti Kiki Rezeki Siregar, Muhammad Fauzi dan Imam memiliki peran sentral dalam proses distribusi narkotika, mulai dari pengangkutan, pengiriman, hingga penyerahan kepada pengguna akhir. Sistem ini menunjukkan adanya jaringan yang terorganisasi, dengan peran strategis yang memudahkan peredaran narkotika secara gelap.
Adapun aspek ekonomi dan motivasi pelaku perantara dalam peredaran dan penjualan narkotika dalam kasus tersebut yaitu adanya upah dan insentif. Berdasarkan data, Imam menawarkan upah sebesar Rp3.000.000 per bungkus narkotika yang berhasil dikirimkan, dengan total upah mencapai Rp111.000.000. Hal ini menunjukkan motivasi ekonomi yang kuat bagi pelaku perantara untuk terlibat.
Pembayaran dilakukan setelah pengantaran berhasil, menegaskan adanya sistem insentif yang mendorong para pelaku perantara untuk terus melaksanakan tugas mereka. Peran kiki sebagai kurir profesional telah dua kali menerima narkotika dari Amin dan menyerahkannya ke Muhammad Fauzi, menunjukkan bahwa mereka menjalankan peran sebagai kurir yang berpengalaman dan terorganisasi.
Penggunaan mobil Honda Brio dan sepeda motor Vario warna hitam menunjukkan strategi memperkecil kecurigaan dan memudahkan mobilitas. Koordinasi melalui telepon, pesan Whatsapp, dan kode tertentu menunjukkan taktik operasional untuk menghindari pengawasan aparat. Barang bukti ditemukan di dalam mobil dan tas yang disembunyikan di dalam kendaraan, menandakan adanya strategi untuk menyembunyikan narkotika dari penggeledahan.
Terdapat struktur yang jelas, di mana Imam berperan sebagai pengatur utama, Kiki sebagai kurir, dan Muhammad Fauzi sebagai penerima. Imam dan Amin berstatus DPO, menandakan adanya jaringan yang cukup luas dan terorganisasi dengan baik, yang mampu memunculkan orang suruhan dan mengelola pengiriman secara rahasia. Kemudian terdapat komunikasi dan koordinasi yang intensif, menunjukkan adanya sistem penghubung yang mengelola seluruh proses.
Keberadaan pelaku perantara memperlihatkan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi, sehingga memperkuat tuntutan hukum terhadap jaringan ini. Keterlibatan banyak pihak dalam berbagai tahapan menunjukkan sistem kejahatan yang terorganisasi, bukan sekadar tindak pidana individual. Barang bukti yang lengkap dan keterangan saksi-saksi memperkuat dakwaan dan penjatuhan hukuman terhadap semua pihak yang terlibat.
Penangkapan dilakukan dengan upaya penyelidikan dan penggerebekan yang terencana, menunjukkan efektivitas aparat dalam mengungkap jaringan. Penangkapan dan penggeledahan ini berpotensi membuka jaringan yang lebih luas, sehingga menimbulkan efek jera. Informasi dari masyarakat yang layak dipercaya menjadi titik awal penting dalam pengungkapan kasus ini.
Keterlibatan pelaku perantara menunjukkan adanya norma sosial yang menerima atau memandang enteng aktivitas ilegal ini di lingkungan tertentu. Budaya kepercayaan terhadap jaringan yang sudah mapan, sehingga mereka merasa aman dan tidak takut tertangkap. Lingkungan yang rawan tindakan kriminal dan minim pengawasan dari aparat dan masyarakat turut memfasilitasi keberlangsungan jaringan ini. Ketergantungan ekonomi dan sosial terhadap jaringan narkotika menyebabkan pelaku perantara tetap terlibat meskipun berisiko tinggi. Peran pelaku perantara seringkali dipandang sebelah mata, tetapi secara sosial mereka berperan sebagai bagian dari jaringan kriminal yang merusak masyarakat, terutama generasi muda.
Imam sebagai pengatur utama, Kiki sebagai kurir, dan Muhammad Fauzi sebagai penerima menunjukkan bahwa sistem pengaturan dan komunikasi yang terorganisasi dan tingkat profesionalisme dan sistematisasi jaringan. Model distribusi terpusat dan terorganisasi, di mana barang dikirim melalui jalur tertentu, dengan pelaku perantara menjalankan fungsi penting sebagai penghubung dan pengangkut. Penggunaan kode, tempat tersembunyi, dan pengaturan waktu menunjukkan strategi untuk meminimalisasi risiko penangkapan dan menghindari deteksi.
Kehadiran pelaku perantara memperkuat argumen bahwa jaringan ini terorganisasi dan berperan sebagai mata rantai penting dalam peredaran narkotika. Tidak hanya pengedar utama, namun juga pihak yang membantu distribusi, termasuk kurir dan penghubung dapat dijerat hukuman berat sesuai undang-undang narkotika. Bukti yang lengkap dari barang bukti, saksi, dan komunikasi digital memperkuat proses penuntutan dan memberikan efek jera.
Keuntungan besar dari distribusi narkotika mendorong pelaku perantara untuk tetap aktif meskipun risiko tinggi. Sistem insentif yang jelas, seperti uang muka dan pembayaran setelah pengiriman, membuat mereka termotivasi untuk menjalankan tugas. Jaringan narkotika dapat mempengaruhi ekonomi lokal, menimbulkan ketergantungan ekonomi, dan memperburuk kemiskinan serta ketidaksetaraan sosial.
Peredaran narkotika mengancam moral masyarakat, memicu ketergantungan, kriminalitas, dan penyalahgunaan di kalangan generasi muda. Peran pelaku perantara sebagai jalur distribusi memudahkan akses narkotika ke masyarakat luas, meningkatkan angka penyalahgunaan. Kerusakan sosial yang meluas, kemiskinan, dan peningkatan kasus kriminal yang berhubungan dengan narkotika.
Penangkapan berjenjang dan penggeledahan menyasar seluruh jaringan, termasuk pelaku perantara dapat mencegah peredaran lebih luas. Perlu juga adanya program pendidikan anti narkoba dan rehabilitasi untuk mengurangi ketergantungan serta memutus rantai distribusi. Sinergi antar aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat sangat penting dalam memberantas jaringan ini secara menyeluruh. Penggunaan teknologi seperti analisis komunikasi digital dan intelijen siber dapat mengungkap jaringan secara lebih efektif.
Motif ekonomi seringkali didukung oleh kebutuhan hidup, tekanan ekonomi, dan minimnya alternatif pekerjaan. Ancaman hukuman dan tekanan sosial menjadi faktor yang harus dihadapi pelaku perantara, namun insentif ekonomi seringkali mengungguli ketakutan tersebut. Lingkungan yang permisif dan tekanan sosial dari komunitas atau keluarga turut mendorong individu terlibat dalam jaringan ini.
Dengan demikian, peran pelaku perantara dalam proses peredaran dan penjualan narkotika sangat vital dan kompleks, melibatkan aspek sosial, ekonomi, organisasi, budaya, dan hukum. Mereka bukan hanya sebagai penghubung, tetapi juga sebagai bagian dari sistem distribusi yang terorganisasi, berpengaruh besar terhadap keberlanjutan jaringan narkotika. Upaya penanggulangan harus menyasar seluruh aspek tersebut secara terpadu dan berkelanjutan, termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kesadaran sosial, dan penegakan hukum yang tegas.
Kemudian untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana peran pelaku perantara dalam peredaran dan penjualan narkotika yang terungkap dalam proses persidangan kasus tersebut, peneliti telah melakukan wawancara dengan salah satu hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Wawancara ini dilakukan guna mendapatkan data tambahan mengenai peran pelaku perantara dalam proses peredaran dan penjualan narkotika berdasarkan putusan nomor 355/Pid.Sus/2025/PN Mdn. Adapun hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang bagaimana hakim menilai peran pelaku perantara dalam proses peredaran narkotika sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam putusan ini, yaitu:
Hakim menilai bahwa peran pelaku perantara dalam proses peredaran narkotika sangat penting dan krusial, karena mereka berfungsi sebagai penghubung antara pemasok dan pelaku utama yang mengedarkan narkotika ke masyarakat. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam putusan ini, hakim memandang bahwa pelaku perantara turut serta secara aktif dalam proses distribusi, yang menunjukkan tingkat keterlibatan dan tanggung jawab hukum yang tinggi. Hal ini tercermin dari bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa Muhammad Fauzi sebagai pelaku perantara memiliki peran strategis dalam memperlancar peredaran narkotika, sehingga penjatuhan hukuman yang setimpal diperlukan sebagai bentuk keadilan dan efek jera.[footnoteRef:7] [7: Hasil wawancara dengan Bapak Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti jawaban hakim tersebut menunjukkan pemahaman yang mendalam mengenai peran strategis dan pentingnya pelaku perantara dalam jaringan peredaran narkotika. Hakim menegaskan bahwa pelaku perantara tidak sekadar sebagai penghubung, tetapi memiliki peranan aktif dan signifikan dalam proses distribusi narkotika dari pemasok kepada pelaku utama yang mengedarkan ke masyarakat. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang menunjukkan keterlibatan langsung Terdakwa Muhammad Fauzi sebagai pelaku perantara dalam memperlancar peredaran narkotika, sehingga menimbulkan tanggung jawab hukum yang tinggi.
Peneliti melihat bahwa penilaian hakim ini mencerminkan pendekatan hukum yang adil dan proporsional, dengan menempatkan tanggung jawab pelaku perantara sebagai bagian integral dari upaya pemberantasan narkotika. Selain itu, penjatuhan hukuman yang setimpal dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk memberikan efek jera dan menegakkan keadilan, sekaligus menegaskan bahwa peran serta aktif dalam jaringan narkotika tidak dapat dianggap remeh.
Namun, dari sudut pandang peneliti, penting juga untuk memperhatikan aspek pencegahan dan rehabilitasi, agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada hukuman semata, tetapi juga mampu mengurangi peluang peran pelaku perantara di masa mendatang melalui program pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Secara keseluruhan, penilaian hakim ini menunjukkan keadilan substantif dan komitmen penegakan hukum dalam memberantas narkotika secara efektif dan manusiawi.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang apa yang menjadi pertimbangan hakim mengenai tingkat keterlibatan dan peran pelaku perantara dalam jaringan peredaran narkotika, yaitu:
Dalam pertimbangan saya terhadap putusan ini, tingkat keterlibatan dan peran pelaku perantara dalam jaringan peredaran narkotika menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan selama persidangan, termasuk keterangan saksi, barang bukti, dan pengakuan Terdakwa Muhammad Fauzi, terlihat bahwa pelaku perantara ini tidak hanya sekadar penerima atau pengedar tingkat kecil, melainkan juga memiliki peran strategis dalam memperlancar distribusi narkotika tersebut. Peran mereka yang aktif dan terorganisir menunjukkan tingkat keterlibatan yang cukup tinggi, sehingga memperkuat alasan untuk menjatuhkan hukuman yang berat, termasuk pidana mati, sebagai upaya deterrent dan keadilan terhadap masyarakat yang dirugikan.[footnoteRef:8] [8: Hasil wawancara dengan Bapak Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti jawaban hakim tersebut menyoroti aspek utama dalam pertimbangan hukuman, yakni tingkat keterlibatan dan peran strategis pelaku perantara dalam jaringan peredaran narkotika. Peneliti mengapresiasi bahwa hakim mendasarkan pertimbangannya pada bukti-bukti konkret seperti keterangan saksi, barang bukti, dan pengakuan Terdakwa Muhammad Fauzi, yang menunjukkan bahwa pelaku perantara tidak hanya sebagai pelaku tingkat kecil, tetapi memiliki posisi penting dan terorganisasi dalam distribusi narkotika.
Peneliti melihat bahwa penilaian ini mencerminkan pendekatan hukum yang proporsional dan berorientasi pada keadilan dan efek jera. Dengan memperlihatkan bahwa peran pelaku perantara cukup tinggi dan terorganisasi, hakim berargumen bahwa hukuman berat, termasuk pidana mati, merupakan langkah yang tepat untuk memberikan deterrent serta melindungi masyarakat dari bahaya narkotika.
Namun, peneliti juga mencatat bahwa dalam konteks penegakan hukum, penting untuk memastikan bahwa penjatuhan hukuman berat didukung oleh bukti yang kuat dan proses yang adil, mengingat risiko over penjatuhan hukuman. Selain itu, peneliti menekankan perlunya pendekatan komprehensif, termasuk upaya pencegahan dan rehabilitasi, agar peredaran narkotika dapat diminimalisir secara menyeluruh. Secara keseluruhan, jawaban hakim ini menunjukkan penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan, serta menegaskan pentingnya memperhitungkan tingkat keterlibatan dalam menentukan hukuman.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang apakah hakim melihat adanya bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa pelaku pelaku perantara berperan sebagai penghubung utama dalam penjualan narkotika tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap putusan tersebut, yaitu:
Ya, berdasarkan pertimbangan saya, terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa pelaku perantara berperan sebagai penghubung utama dalam penjualan narkotika tersebut. Bukti-bukti tersebut, seperti keterangan saksi, barang bukti, dan pengakuan Terdakwa Muhammad Fauzi, menunjukkan bahwa Terdakwa Muhammad Fauzi tidak hanya sebagai pengedar kecil, melainkan memiliki posisi sentral sebagai pelaku perantara utama yang mengatur distribusi narkotika ke pelaku lain maupun pengguna. Pengakuan dari Terdakwa Muhammad Fauzi sendiri yang mengakui peran sebagai penghubung utama, serta bukti pengiriman dan penerimaan barang yang terkait dengan jaringan tersebut, memperkuat kesimpulan ini. Pengaruhnya terhadap putusan adalah bahwa peran Terdakwa Muhammad Fauzi yang sebagai penghubung utama memperberat pertimbangan hukuman, karena menunjukkan tingkat keterlibatan yang tinggi dan peran strategis dalam peredaran narkotika, sehingga mendukung pemberian hukuman pidana yang berat, termasuk pidana mati.[footnoteRef:9] [9: Hasil wawancara dengan Bapak Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti jawaban hakim tersebut menegaskan bahwa bukti-bukti yang diajukan selama persidangan cukup kuat untuk menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Fauzi berperan sebagai penghubung utama dalam jaringan peredaran narkotika. Peneliti mencatat bahwa hakim memperhatikan keterangan saksi, barang bukti, serta pengakuan Terdakwa Muhammad Fauzi sendiri sebagai unsur utama yang memperkuat kesimpulan tersebut.
Peneliti melihat bahwa penilaian ini menunjukkan bahwa hakim secara objektif dan komprehensif menilai tingkat keterlibatan Terdakwa Muhammad Fauzi. Dengan menganggap Terdakwa Muhammad Fauzi sebagai penghubung utama, hakim menempatkan posisi Terdakwa Muhammad Fauzi dalam kategori pelaku yang memiliki peran strategis dan sentral, yang dalam konteks hukum memperberat pertimbangan hukuman.
Selain itu, peneliti mengapresiasi bahwa pertimbangan ini berorientasi pada penegakan keadilan dan efek jera, karena menunjukkan bahwa peran utama dalam jaringan narkotika harus mendapatkan hukuman yang setimpal, bahkan pidana mati jika terbukti tingkat keterlibatan yang tinggi. Peneliti juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemberian hukuman berat dan perlunya proses pembuktian yang adil, agar tidak terjadi over penjatuhan yang berlawanan dengan prinsip keadilan. Secara keseluruhan, jawaban hakim menunjukkan penilaian yang tegas dan beralasan, serta menegaskan bahwa peran strategis dan sentral dalam jaringan narkotika menjadi faktor utama dalam menentukan tingkat hukuman.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang bagaimana pengaruh peran pelaku perantara terhadap pemberat atau meringankan hukuman dalam kasus peredaran narkotika, yaitu:
Berdasarkan putusan ini, peran pelaku perantara dalam jaringan peredaran narkotika memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemberatan hukuman. Dalam pertimbangan hakim, keberadaan pelaku perantara yang berperan aktif dan strategis dalam memperlancar peredaran narkotika menunjukkan tingkat keterlibatan yang tinggi dan memberikan kontribusi besar terhadap kerugian masyarakat. Oleh karena itu, peran tersebut menjadi salah satu faktor pemberat dalam penjatuhan hukuman. Sebaliknya, apabila peran pelaku perantara bersifat pasif, minim kontribusi, atau hanya sebagai penerima pasif tanpa inisiatif, maka dapat menjadi faktor meringankan hukuman. Dalam kasus ini, karena Terdakwa Muhammad Fauzi terbukti memiliki peran yang penting sebagai pelaku perantara utama, maka hakim memandang bahwa hal tersebut menjadi salah satu dasar untuk memberatkan hukuman yang dijatuhkan.[footnoteRef:10] [10: Hasil wawancara dengan Bapak Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti penjelasan hakim tersebut menegaskan bahwa peran pelaku perantara dalam jaringan narkotika memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberatan hukuman. Peneliti mencatat bahwa hakim menilai keberadaan pelaku perantara yang aktif dan strategis sebagai indikator tingkat keterlibatan yang tinggi dan sebagai faktor yang memperbesar kerugian masyarakat akibat peredaran narkotika.
Peneliti mengapresiasi bahwa pertimbangan ini menunjukkan pendekatan hukum yang proporsional, di mana peran Terdakwa Muhammad Fauzi sebagai pelaku perantara utama dianggap sebagai faktor pemberat yang relevan dan beralasan dalam menentukan hukuman. Selain itu, peneliti menyoroti bahwa hakim juga mengakui bahwa jika peran pelaku perantara bersifat pasif atau minim kontribusi, hal tersebut dapat menjadi faktor meringankan hukuman, menunjukkan adanya pertimbangan yang berimbang dalam penjatuhan pidana.
Namun, peneliti menekankan pentingnya pembuktian yang kuat terkait tingkat peran Terdakwa Muhammad Fauzi, agar tidak terjadi over penjatuhan hukuman. Selain itu, peneliti menyarankan agar penegakan hukum tetap memperhatikan prinsip keadilan, tidak hanya berorientasi pada pemberatan hukuman berdasarkan peran, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek lain yang relevan.
Secara keseluruhan, jawaban hakim menunjukkan penilaian yang cermat dan berlandaskan bukti mengenai pentingnya peran aktif sebagai faktor utama dalam pemberatan hukuman, guna memastikan proses peradilan yang adil dan efektif dalam memberantas peredaran narkotika.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang apakah hakim menilai bahwa peran pelaku perantara harus diatur secara khusus dalam mekanisme penegakan hukum terkait narkotika dan bagaimana sebaiknya pengaturan tersebut dilakukan, yaitu:
Ya, dalam konteks putusan ini, saya menilai bahwa peran pelaku perantara dalam peredaran narkotika memang perlu diatur secara khusus dalam mekanisme penegakan hukum. Hal ini dikarenakan peran pelaku perantara memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kejahatan dan kerugian yang timbul dari peredaran narkotika, serta berpotensi memperluas jaringan distribusi yang sulit dilacak. Oleh karena itu, pengaturan tersebut sebaiknya dilakukan melalui penegakan hukum yang lebih tegas dan sistematis, misalnya dengan memperkuat peran dan kewenangan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi, menangani, dan menindak pelaku perantara utama, serta memperjelas sanksi hukum yang dikenakan. Selain itu, perlu juga ada regulasi yang mengatur mekanisme pemantauan dan pencegahan yang lebih efektif terhadap peran pelaku perantara, termasuk sinergi antar lembaga terkait dan penggunaan teknologi informasi untuk melacak peredaran narkotika secara lebih efisien.[footnoteRef:11] [11: Hasil wawancara dengan Bapak Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti jawaban hakim tersebut menyoroti pentingnya pengaturan khusus terhadap peran pelaku perantara dalam peredaran narkotika dalam kerangka penegakan hukum. Peneliti menilai bahwa peran pelaku perantara memiliki dampak yang besar terhadap tingkat kejahatan dan kerugian masyarakat, serta berpotensi memperluas jaringan distribusi narkotika yang semakin kompleks dan sulit dilacak.
Peneliti mengapresiasi bahwa hakim menyarankan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dan sistematis, termasuk peningkatan kewenangan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menangani pelaku perantara utama. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat peran penegak hukum agar mampu menghadapi tantangan dalam memberantas jaringan narkotika secara efektif.
Selain itu, peneliti menyoroti pentingnya regulasi yang mengatur mekanisme pemantauan dan pencegahan, dengan menekankan sinergi antar lembaga dan pemanfaatan teknologi informasi. Pendekatan ini dianggap krusial untuk meningkatkan efisiensi dalam melacak dan memberantas peredaran narkotika secara lebih akurat dan cepat.
Secara keseluruhan, peneliti menilai bahwa jawaban hakim menunjukkan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika peredaran narkotika dan perlunya strategi hukum yang lebih sistematis dan inovatif. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat upaya penegakan hukum dan mencegah peredaran narkotika yang semakin meluas.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran pelaku perantara dalam proses peredaran dan penjualan narkotika berdasarkan putusan nomor 355/Pid.Sus/2025/PN Mdn yaitu mereka merupakan bagian integral dari jaringan kriminal yang terorganisasi dengan tingkat hierarki dan sistematisasi yang tinggi. Perantara tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antara pengedar utama dan konsumen, tetapi juga melaksanakan tugas penting seperti pengangkutan, distribusi, dan pengamanan barang terlarang. Motivasi utama mereka didorong oleh keuntungan ekonomi yang besar, dengan insentif berupa upah dan komisi yang signifikan. Mereka menjalankan peran tersebut dengan strategi dan taktik operasional yang canggih, seperti penggunaan kode komunikasi, tempat persembunyian, serta jalur distribusi yang dirancang untuk menghindari penangkapan. Jaringan ini juga menunjukkan adanya sistem pengelolaan risiko yang matang dan hierarki yang jelas, yang memperkuat keefektifan dan keberlangsungan aktivitas ilegal tersebut. Oleh karena itu, keberadaan dan peran aktif mereka memperlihatkan bahwa upaya penegakan hukum harus dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh, dengan penindakan terhadap seluruh mata rantai, termasuk pelaku perantara, sebagai bagian dari strategi pemberantasan narkotika yang efektif.

B. Pertanggungjawaban Hukum Yang Diberikan Kepada Pelaku Perantara Dalam Kasus Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2025/PN Mdn

Pertanggungjawaban hukum kepada pelaku perantara dalam kasus jual beli narkotika adalah kewajiban hukum yang harus dipikul oleh pelaku perantara atau pelaku yang terlibat dalam proses peredaran, distribusi, atau penjualan narkotika, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.[footnoteRef:12]  [12: Bagas Endri Oktaviyana dan I Gusti Agung Ngurah Agung, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan 1 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr), Jurnal Iblam Law Review, Vol. 4, No. 4, 2024, hlm. 13.] 

Pertanggungjawaban ini mencakup aspek asas legalitas, yaitu pelaku perantara dapat dipidana jika terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ia telah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal dalam undang-undang narkotika, seperti pasal-pasal tentang kepemilikan, pengedaran, atau pembuatan narkotika.[footnoteRef:13] [13: Marji Wibowo dkk, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Berdasarkan Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023 Mjk, Jurnal Court Review, Vol. 5, No. 5, 2025, hlm. 134.] 

Pertanggungjawaban ini juga mencakup tanggung jawab personal, yaitu setiap individu yang terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatannya, termasuk pelaku perantara yang berperan sebagai penghubung, pengangkut, ataupun pelaku distribusi. Perantara dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara, denda, atau hukuman lain sesuai tingkat keterlibatan, berat ringannya perbuatan, dan ancaman hukuman dalam undang-undang.
Bentuk pertanggungjawaban tersebut meliputi pertanggungjawaban pidana, yaitu pertanggungjawaban atas tindak pidana narkotika, serta pertanggungjawaban administratif dan/atau perdata jika terkait kerugian yang timbul dari aktivitas tersebut. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku perantara dalam kasus narkotika adalah proses di mana pelaku perantara diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan pidana, sebagai bentuk penegakan keadilan dan pencegahan peredaran narkotika yang semakin meluas. Mereka harus bertanggung jawab secara pribadi atas peran dan tindakan mereka dalam kegiatan ilegal tersebut.[footnoteRef:14] [14: Bagas Endri Oktaviyana dan I Gusti Agung Ngurah Agung, Op.Cit., hlm. 16.] 

Terkait dengan pembahasan penelitian ini yaitu tentang bagaimana pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada pelaku pelaku perantara dalam kasus narkotika berdasarkan putusan nomor 355/Pid.Sus/2025/PN Mdn, maka peneliti akan menguraikan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim sampai dengan putusan seperti apa yang diputuskan oleh hakim terhadap pelaku perantara sebagai bentuk pertanggungjawaban hukumnya. Adapun pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut.
Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, hal mana apabila dakwaan Primair tersebut terbukti maka dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidair akan dipertimbangkan, untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yakni Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya terdiri dari 1) Setiap Orang, 2) Tanpa Hak atau Melawan Hukum, 3) Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I, 4) Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Berat Melebihi 1 Kilogram atau Melebihi 5 Batang Pohon atau dalam Bentuk Bukan Tanaman Berat 5 Gram, 5) Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.
1. Unsur Setiap Orang
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Muhammad Fauzi yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.
Menurut analisis peneliti hakim menegaskan bahwa istilah "Setiap Orang" dalam konteks tindak pidana adalah subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara pidana, yaitu individu yang memenuhi unsur sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Ini menunjukkan bahwa hakim menafsirkan bahwa subjek hukum tidak terbatas pada warga negara tertentu, tetapi siapa saja yang mampu memenuhi unsur tindak pidana dan diidentifikasi secara sah.
Hakim memeriksa fakta bahwa terdakwa bernama Muhammad Fauzi, dan identitasnya telah diverifikasi melalui dokumen resmi dan kecocokan data dengan surat dakwaan. Hal ini penting karena memastikan bahwa yang diadili benar-benar orang yang didakwa, dan tidak terjadi kesalahan identitas (error in persona). Hakim juga menyatakan bahwa fakta-fakta yang diajukan, termasuk keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, telah memperkuat bahwa terdakwa adalah orang yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan tidak ada bukti yang menyanggah identitas tersebut. Ini menegaskan bahwa proses pembuktian telah dilakukan secara sah dan lengkap.
Dengan adanya kecocokan identitas dan tidak adanya keberatan dari pihak terdakwa maupun saksi, hakim menyimpulkan bahwa tidak terdapat kesalahan dalam mengidentifikasi terdakwa sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab. Hakim menyatakan bahwa unsur identitas terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum, sehingga pengadilan dapat melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara berdasarkan fakta tersebut.
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum
Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum. Menurut Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Peneliti melihat bahwa pertimbangan hakim ini menegaskan bahwa dalam kasus narkotika, unsur hukum dapat dipenuhi secara alternatif, selama salah satu unsur tersebut terbukti. Penggunaan narkotika harus sesuai dengan ketentuan hukum, dan ketentuan ini menjadi dasar dalam menilai apakah unsur pidana telah terpenuhi. Penafsiran ini memperkuat prinsip bahwa dalam hukum pidana, pembuktian unsur tidak harus lengkap secara bersamaan, melainkan cukup salah satu unsur alternatif yang diatur dalam undang-undang.
Menimbang bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU No. 35 tahun 2009 dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009.
Peneliti berpendapat bahwa pertimbangan hakim ini menegaskan pentingnya mengikuti ketentuan perundang-undangan dalam penyaluran narkotika, termasuk mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan dan penyerahan oleh pihak berwenang. Ketentuan ini menjadi dasar dalam membuktikan unsur pidana dan memastikan proses peradilan berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.
Menimbang bahwa dari ketentuan UU No. 35 tahun 2009 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Muhammad Fauzi ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Padang Golf Kota Medan tepatnya di pinggir jalan sedangkan Kiki Rezeki Siregar ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 23.15 Wib di Jalan Ir. H. Juanda kota Medan tepatnya di pinggir jalan karena terkait Narkotika.
Peneliti berpendapat bahwa pertimbangan hakim ini menegaskan bahwa penguasaan narkotika tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan sumber yang sah merupakan unsur penting dalam membuktikan tindak pidana narkotika. Fakta penangkapan di tempat umum dan waktu tertentu semakin menguatkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan mendukung putusan pengadilan.
Menimbang bahwa dari uraian fakta yang terungkap dipersidangan itu dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 6002/NNF/2024 berkesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka atas nama Kiki Rezeki Siregar dan Muhammad Fauzi, dengan keterangan bahwa barang bukti A dan B adalah benar mengandung Metafetamina, barang bukti C, D, E dan F adalah benar mengandung MDMA, barang bukti G adalah benar mengandung 2-CB, maka dapat disimpulkan barang bukti yang diperoleh saat penangkapan Terdakwa adalah benar merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan Ekstasi. Dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagaimana pengakuan Terdakwa saat ditanyakan diawal persidangan tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik serta tidak memiliki izin terhadap Narkotika tersebut maka perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I itu tergolong perbuatan Tanpa Hak atas Narkotika Golongan I jenis Shabu dan Ekstasi.
Menurut analisis peneliti pertimbangan hukum tersebut menegaskan bahwa unsur-unsur dalam kasus narkotika dapat dipenuhi secara alternatif, artinya jika salah satu dari unsur tersebut terbukti, maka unsur tersebut dianggap terpenuhi secara sah menurut hukum. Peneliti berpendapat bahwa prinsip ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang dikenal sebagai alternatif, di mana pembuktian tidak harus lengkap secara bersamaan, tetapi cukup salah satu unsur yang diatur dalam undang-undang. Ini memberikan fleksibilitas dalam proses pembuktian dan memudahkan penuntut/pengadilan untuk menilai unsur pidana berdasarkan fakta-fakta yang ada.
Menurut analisis peneliti bahwa Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan izin resmi dari Menteri. Peneliti menegaskan bahwa ketentuan ini merupakan dasar hukum utama yang membatasi penggunaan narkotika. Jika penggunaan narkotika tidak sesuai dengan ketentuan ini, misalnya tanpa izin maka unsur pelanggaran pidana terkait penguasaan dan peredaran narkotika dapat dipenuhi.
Hakim menegaskan bahwa untuk menyalurkan narkotika harus memperoleh persetujuan dari Menteri Kesehatan dan penyerahan hanya boleh dilakukan oleh lembaga berwenang. Peneliti berpendapat bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa penguasaan, penyaluran, dan peredaran narkotika harus dilakukan sesuai prosedur hukum, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini menjadi unsur utama dalam membuktikan tindak pidana.
Fakta bahwa Terdakwa dan Kiki Rezeki Siregar ditangkap dengan barang bukti narkotika yang terbukti mengandung narkotika Golongan I (sabu dan ekstasi) mendukung unsur pidana. Peneliti berpendapat bahwa bukti fisik dan hasil laboratorium ini memperkuat bahwa narkotika tersebut termasuk golongan I dan digunakan tanpa izin, sehingga memenuhi unsur tindak pidana.
Pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa pekerjaannya tidak terkait dengan ilmu pengetahuan, teknologi, maupun reagensia diagnostik dan tidak memiliki izin menunjukkan bahwa perbuatannya adalah tanpa hak dan tidak sesuai ketentuan hukum. Peneliti melihat bahwa aspek ini memperkuat unsur tanpa hak dan tanpa izin dalam dakwaan, dan hasil laboratorium memperkuat unsur perbuatan melanggar hukum.
Berdasarkan seluruh fakta dan bukti, peneliti menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana narkotika golongan I, yaitu menguasai dan memperdagangkan narkotika tanpa izin dari otoritas yang berwenang, sesuai ketentuan Pasal 113 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.
Peneliti berpendapat bahwa pertimbangan hakim ini menegaskan bahwa dalam kasus narkotika, unsur pidana dapat dipenuhi secara alternatif dan bahwa bukti fisik, laboratorium, serta fakta-fakta persidangan secara hukum mendukung bahwa terdakwa melakukan perbuatan melanggar ketentuan undang-undang terkait penguasaan dan peredaran narkotika Golongan I tanpa hak dan izin resmi. Prinsip ini memperkuat dasar hukumnya dalam menjatuhkan putusan.


3. Unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum. Bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sedangkan pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”.
Menimbang bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.
Menimbang bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidak tidaknya berada dalam kekuasaannya. Bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan. Bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna ”memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”. 
Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut telah disimpulkan bahwasanya perbuatan Terdakwa tersebut tergolong perbuatan tanpa hak serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap hendak menerima narkotika jenis shabu dan Ekstasi yang diantarkan oleh Kiki Rezeki Siregar kepada Terdakwa yang diterima Kiki Rezeki Siregar itu dari seseorang yang bernama Ami (DPO) atas suruhan Imam (DPO). 
Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang akan menerima narkotika jenis shabu dan ekstasi yang diantar oleh Kiki Rezeki Siregar tersebut dengan tujuan untuk diserahkan kepada orang lain atas suruhan Syawaludidin maka Terdakwa merupakan seorang Kurir yang bertugas menerima dan mengantarkan Narkotika kepada orang lain dan perbuatan Terdakwa itu dikategorikan sebagai perbuatan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I jenis Shabu dan Ekstasi. Menimbang bahwa oleh karena salah satu anasir telah terpenuhi yakni anasir “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” narkotika Golongan I Jenis Shabu dan Ekstasi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan.

Menurut analisis peneliti bahwa pertimbangan hakim menyatakan bahwa unsur “Menjadi Perantara dalam Jual Beli” merupakan unsur alternatif, artinya jika salah satu unsur tersebut terbukti, maka unsur tersebut secara sah dianggap terpenuhi. Peneliti berpendapat bahwa prinsip ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang mengatur bahwa pembuktian unsur-unsur tindak pidana tidak harus lengkap secara bersamaan, tetapi cukup salah satu unsur yang diatur dalam undang-undang yang terbukti. Ini memberikan fleksibilitas dalam proses pembuktian dan menegaskan bahwa peran sebagai pelaku perantara, jika terbukti, sudah cukup untuk memenuhi unsur pidana.
Hakim merujuk pada pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” menurut AR. Sujono dan Bony Daniel, yang diartikan sebagai menunjukkan barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli, baik secara langsung maupun melalui sarana komunikasi. Sedangkan “menjual” menurut KBBI adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Peneliti berpendapat bahwa pengertian ini menegaskan bahwa tindakan menawarkan, menjual, membeli, dan menerima narkotika memiliki makna yang spesifik dan harus memenuhi unsur-unsur tersebut untuk dikategorikan sebagai tindak pidana.
Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa bertugas sebagai kurir yang menerima dan mengantarkan narkotika dengan tujuan untuk diserahkan kepada orang lain atas suruhan orang tertentu (Suruhan Syawaluddin). Peneliti berpendapat bahwa fakta ini menunjukkan bahwa terdakwa berperan sebagai pelaku perantara dalam proses jual beli narkotika, yang memenuhi unsur “Menjadi Perantara dalam Jual Beli”. Peran ini sangat penting dalam menegakkan unsur pidana, karena menunjukkan adanya keterlibatan langsung dalam proses distribusi narkotika.
Fakta bahwa terdakwa telah menerima narkotika dari Kiki Rezeki Siregar yang didapat dari Imam dan yang sebelumnya juga pernah menyerahkan narkotika dalam jumlah besar, memperkuat bahwa terdakwa terlibat sebagai pelaku perantara dalam peredaran narkotika. Peneliti menilai bahwa fakta ini mendukung unsur “Menjadi Perantara” secara konkret, karena terdakwa secara aktif menerima dan mengantarkan narkotika dengan tujuan untuk disalurkan kepada orang lain.
Peneliti berpendapat bahwa berdasarkan seluruh fakta dan bukti, unsur “Menjadi Perantara dalam Jual Beli” telah terpenuhi, dan bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori tindak pidana narkotika karena perannya sebagai kurir dan pelaku perantara pengantaran narkotika.
4. Unsur Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Berat Melebihi 1 Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Berat 5 (lima) Gram

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum. Dari fakta barang bukti Narkotika yang didapati saat penangkapan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 6002/NNF/2024, bahwa barang bukti berupa A. 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 480 gram, B. 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 448 gram, C. 100 butir tablet berwarna merah berlogo Maserati dengan berat netto 39 gram, D. 70 butir tablet berwarna merah berlogo Maserati dengan berat netto 27,3 gram, E. 70 butir tablet berwarna kuning berlogo Rolex dengan berat netto 25,9 gram, F. 100 butir tablet berwarna kuning berlogo Rolex dengan berat netto 37 gram, dan G. 95 butir tablet berwarna biru berlogo Kenzo dengan berat netto 37,05 gram, diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Kiki Rezeki Siregar dan Muhammad Fauzi, maka disimpulkan barang bukti narkotika itu beratnya melebihi 5 (lima) Gram.
Menimbang bahwa oleh karena salah satu anasir dari unsur ini telah terpenuhi yakni anasir “Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Berat melebihi 5 (lima) Gram” maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan.
Menurut analisis peneliti pertimbangan hakim ini menyoroti pentingnya bukti fisik berupa berat narkotika yang melebihi batas minimal 5 gram sebagai unsur utama untuk memenuhi unsur “Narkotika Golongan I” dalam konteks tindak pidana narkotika. Prinsip unsur alternatif memperkuat dasar hukumnya bahwa bukti berat narkotika sudah cukup untuk memenuhi unsur tersebut secara hukum.
5. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum. Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan percobaan, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai.

Menimbang bahwa Permufakatan jahat (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut sebelum terjadi. Bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang narkotika.
Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan lalu telah disimpulkan bahwa sebelumnya Kiki Rezeki Siregar tertangkap saat sedang mengantarkan Narkotika jenis shabu dan ekstasi kepada Terdakwa Muhammad Fauzi atas arahan dari Imam (DPO) dan setelah Kiki Rezeki Siregar menerima narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut, Kiki Rezeki Siregar mengantarkan narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut kepada Terdakwa Muhammad Fauzi di Medan dan Kiki Rezeki Siregar sepakat dengan Terdakwa Muhammad Fauzi akan melakukan serah terima narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 22.10 wib Jalan Padang Golf Kota Medan tepatnya di pinggir jalan, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama dengan Kiki Rezeki Siregar itu merupakan perbuatan permufakatan jahat melakukan suatu kejahatan narkotika.
Menimbang bahwa dari Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6002/NNF/2024, tanggal 08 November 2024 yang berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B adalah benar mengandung Metafetamina, barang bukti C, D, E dan F adalah benar mengandung MDMA, barang bukti G adalah benar mengandung 2-CB, maka disimpulkan zat yang terkandung dalam barang bukti shabu dan ekstasi tersebut adalah merupakan prekursor narkotika. Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.
Menurut analisis peneliti bahwa berdasarkan seluruh fakta dan bukti, unsur permufakatan jahat dan keberadaan prekursor narkotika telah terbukti dan memenuhi ketentuan hukum. Prinsip unsur alternatif yang diterapkan oleh hakim memperkuat posisi bahwa terbukti adanya perencanaan dan bahan kimia yang mendukung kejahatan narkotika tersebut sudah cukup untuk memenuhi unsur pidana.
Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum. 
Selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memperhatikan tingkat derajat kesalahan Terdakwa dan aspek keadilan, kemanfaatan dan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana seadil-adilnya dan dijatuhi pidana penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan alasan Terdakwa bukanlah merupakan jaringan narkotika baik nasional maupun Internasional, belum pernah dipidana serta pada saat persidangan Terdakwa bersikap koperatif dan menyesali perbuatannya.
Terhadap nota pembelaan tersebut majelis hakim mempertimbangkannya bahwa alasan pembelaan Terdakwa bahwasanya Terdakwa menyesali perbuatannya, menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan alasan pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya.
Menimbang bahwa terhadap alasan lainnya yang disampaikan oleh Terdakwa dalam nota pembelaannya, Majelis Hakim menilai bahwa dari faktanya tersebut Terdakwa Muhammad Fauzi telah lebih dari 1 kali menerima barang narkotika yang diantarkan oleh Kiki Rezeki Siregar dan meskipun saat kejadian penangkapan Terdakwa mengklaim bahwa barang bukti narkotika tidak ada pada dirinya akan tetapi faktanya hal itu bukan karena dari niat Terdakwa semata untuk tidak menerima narkotika dari Kiki Rezeki Siregar melainkan karena adanya kecurigaan Terdakwa bersama temannya yakni Kiki Rezeki Siregar terhadap petugas kepolisian yang telah mengikuti Terdakwa bersama Kiki Rezeki Siregar saat Terdakwa akan menerima Narkotika dari Kiki Rezeki sehingga narkotika masih berada ditangan Kiki Rezeki Siregar, dan selain itu pula peran Terdakwa sebagai pelaku perantara dalam jula beli narkotika, Majelis Hakim menilai peran Terdakwa itu merupakan peran yang sangat krusial hal mana tanpa adanya peran Terdakwa sebagai kurir narkotika yang menjadi pelaku perantara dalam jual beli narkotika tersebut maka pengantaran yang berujung pada peredaran Narkotika tidak akan terjadi.
Menurut analisis peneliti pertimbangan hakim tersebut secara substantif sudah tepat dan sesuai dengan bukti serta fakta di persidangan. Penerapan prinsip bahwa semua unsur pidana harus terpenuhi secara sah dan meyakinkan, sekaligus memperhatikan aspek keadilan dan peran terdakwa, menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan sudah mempertimbangkan berbagai faktor secara proporsional.
Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa telah mengetahui konsekwensi dari dirinya yang berperan untuk menerima barang narkotika dari Kiki Rezeki Siregar dengan tujuan untuk mengantarkan barang tersebut kepada orang lain itu tidak diizinkan untuk diperoleh tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang apalagi Terdakwa yang sudah lebih dari 1 kali mendapatkan narkotika dari Kiki Rezeki Siregar sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan pembelaan Terdakwa tersebut dan sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa. 
Peneliti menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim tersebut sudah tepat dan sesuai dengan fakta serta bukti di persidangan. Penegasan bahwa terdakwa mengetahui konsekuensi dan perannya sebagai kurir memperkuat unsur kesengajaan dalam tindak pidana narkotika, sehingga mendukung penjatuhan hukuman sesuai dengan tuntutan jaksa.
Menimbang bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.
Peneliti menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim tersebut sudah tepat dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf yang terbukti secara sah dan meyakinkan memperkuat dasar hukum untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Bahwa di dalam dakwaan yang terbukti dari perbuatan Terdakwa itu selain dari pidana penjara ternyata juga ada disebutkan si pelaku dikenakan pidana denda akan tetapi oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya telah diuraikan bahwasanya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa maka sebagaimana ketentuan Pasal 67 KUHP, pidana denda tidak diterapkan terhadap Terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah merupakan pidana / hukuman yang terberat sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum terhadap Terdakwa maka guna pelaksanaan Putusan yang berkekuatan hukum tetap maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan.
Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika. Perbuatan Terdakwa menambah panjang daftar peredaran gelap Narkotika jenis shabu di kota Medan. Terdakwa sudah lebih dari 1 kali melakukan perbuatannya sebagai kurir narkotika. Keadaan yang meringankan yaitu tidak ada.
Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Fauzi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan Primair. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Fauzi oleh karena itu dengan pidana Mati.
Menurut analisis peneliti, hakim menyatakan bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan karena itu harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Peneliti menilai bahwa penegasan ini memperlihatkan bahwa terdakwa dipandang memenuhi unsur kesalahan dan mampu memahami perbuatannya, sehingga tidak ada alasan pembebasan atau pengurangan tanggung jawab.
Dalam dakwaan disebutkan bahwa selain pidana penjara, terdakwa juga dapat dikenai pidana denda. Namun, hakim berpendapat bahwa sesuai Pasal 67 KUHP dan fakta bahwa hakim sependapat dengan tuntutan jaksa, pidana denda tidak diterapkan. Peneliti menilai bahwa hal ini sesuai dengan prinsip bahwa hukuman pokok harus dijatuhkan apabila unsur-unsur pidana terbukti, dan bahwa pidana denda tidak relevan bila hakim memutuskan pidana utama yang berat, seperti pidana mati dalam hal ini.
Hakim menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah pidana terberat sesuai tuntutan jaksa, dan demi pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap, terdakwa harus tetap ditahan. Peneliti menilai bahwa penahanan ini sesuai dengan ketentuan hukum untuk memastikan eksekusi pidana mati dan mencegah terdakwa melarikan diri atau mengulangi perbuatan.
Hakim menyebutkan bahwa keadaan memberatkan adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika, menambah panjang daftar peredaran narkotika, dan terdakwa sudah lebih dari satu kali melakukan perbuatan tersebut. Tidak ada keadaan yang meringankan. Peneliti berpendapat bahwa penilaian ini sesuai dengan prinsip keadilan bahwa faktor-faktor yang memperburuk perbuatan harus dipertimbangkan secara proporsional dalam menjatuhkan hukuman.
Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I” dan menjatuhkan pidana mati. Peneliti mengevaluasi bahwa putusan pidana mati merupakan hukuman berat yang sesuai dengan tingkat kejahatan, terutama mengingat peran terdakwa sebagai kurir dan perbuatan yang berulang serta merugikan masyarakat luas.
Peneliti menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim tersebut telah didasarkan pada fakta dan bukti yang cukup, serta sesuai dengan ketentuan hukum pidana terkait kejahatan narkotika. Penjatuhan pidana mati menunjukkan keseriusan penegakan hukum terhadap peredaran narkotika, dan pertimbangan terhadap keadaan memberatkan serta tidak adanya keadaan meringankan memperkuat dasar hukuman berat tersebut.
Kemudian untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada pelaku pelaku perantara dalam kasus narkotika berdasarkan putusan nomor 355/Pid.Sus/2025/PN Mdn tersebut, peneliti telah melakukan wawancara dengan salah satu hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Wawancara ini bertujuan untuk memberikan informasi pelengkap terkait pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada pelaku perantara dalam kasus tersebut. Adapun hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang bagaimana hakim menilai pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada pelaku perantara dalam kasus ini, mengingat peran mereka dalam proses peredaran narkotika, yaitu:
Dalam pertimbangan hukum atas kasus ini, saya menilai bahwa pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada pelaku perantara harus didasarkan pada tingkat keterlibatan dan peran yang mereka jalankan dalam proses peredaran narkotika. Mengingat peran mereka sebagai pelaku perantara, yang berfungsi sebagai penghubung utama dalam distribusi narkotika, mereka memiliki tanggung jawab yang cukup besar dan patut dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada mereka harus mencerminkan tingkat kesalahan dan kontribusi mereka terhadap kejahatan tersebut, serta mempertimbangkan aspek pencegahan dan efek jera. Dalam kasus ini, karena Terdakwa Muhammad Fauzi terbukti aktif dan berperan penting sebagai pelaku perantara utama, maka pertanggungjawaban hukumnya harus ditegakkan secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[footnoteRef:15] [15: Hasil wawancara dengan Bapak Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti jawaban hakim tersebut menekankan pentingnya dasar pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku perantara narkotika didasarkan pada tingkat keterlibatan dan peran nyata mereka dalam proses peredaran. Peneliti menilai bahwa penegasan ini mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam penjatuhan hukuman, di mana tingkat kesalahan dan kontribusi Terdakwa Muhammad Fauzi menjadi faktor utama dalam menentukan sanksi.
Peneliti juga menyoroti bahwa hakim menempatkan aspek pencegahan dan efek jera sebagai pertimbangan penting, yang sesuai dengan tujuan utama dari sistem peradilan pidana dalam memberantas kejahatan narkotika. Penegasan bahwa Terdakwa Muhammad Fauzi yang terbukti aktif dan berperan sebagai pelaku perantara utama harus ditindak secara tegas menunjukkan pendekatan yang tegas namun berlandaskan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Namun, peneliti menambahkan bahwa dalam penerapan prinsip ini, diperlukan standar pembuktian yang jelas agar pertanggungjawaban tidak bersifat subjektif dan tetap menjunjung tinggi asas keadilan. Selain itu, peneliti menyarankan agar proses penjatuhan hukuman selalu mempertimbangkan seluruh aspek hukum dan fakta di lapangan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan benar-benar sesuai dan tidak berlebihan.
Secara keseluruhan, peneliti menilai bahwa jawaban hakim menunjukkan pemahaman yang tepat mengenai pentingnya menegakkan pertanggungjawaban hukum secara adil dan proporsional terhadap pelaku perantara narkotika, terutama yang berperan aktif dan strategis dalam jaringan peredaran.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang apa pertimbangan hakim terkait tingkat kesalahan dan tanggung jawab hukum yang harus dipikul oleh pelaku perantara dibandingkan dengan pelaku utama, yaitu:
Dalam putusan ini, saya mempertimbangkan bahwa tingkat kesalahan dan tanggung jawab hukum yang harus dipikul oleh pelaku perantara berbeda dengan pelaku utama. Pelaku utama biasanya memiliki peran yang lebih langsung dan aktif dalam peredaran narkotika, seperti mengurus, menyimpan, atau mengedarkan secara langsung kepada konsumen. Sedangkan pelaku perantara berperan sebagai penghubung atau pihak yang memfasilitasi distribusi, sehingga tingkat kesalahannya dapat dikategorikan lebih ringan tetapi tetap memiliki tanggung jawab hukum yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, dalam menetapkan putusan, saya menimbang bahwa pelaku perantara harus mendapatkan sanksi yang sesuai dengan tingkat keterlibatannya, yang biasanya lebih ringan dibandingkan pelaku utama, tetapi tetap harus mempertimbangkan aspek pencegahan dan efek jera agar mereka tidak mengulangi perbuatannya dan turut serta dalam memberantas peredaran narkotika secara keseluruhan.[footnoteRef:16] [16: Hasil wawancara dengan Bapak Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti jawaban hakim tersebut menunjukkan pemahaman yang mendalam mengenai diferensiasi antara pelaku utama dan pelaku perantara dalam konteks tindak pidana narkotika. Peneliti mengapresiasi bahwa hakim membedakan tingkat kesalahan dan tanggung jawab hukum berdasarkan peran masing-masing dalam jaringan peredaran narkotika, di mana pelaku utama dianggap memiliki peran yang lebih langsung dan aktif, sedangkan pelaku perantara berperan sebagai penghubung atau fasilitator.
Peneliti menyoroti bahwa pendekatan ini menunjukkan penerapan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam penjatuhan hukuman, yang penting agar hukuman yang dijatuhkan tidak berlebihan namun tetap memberi efek jera. Penegasan bahwa sanksi terhadap pelaku perantara harus lebih ringan dibandingkan pelaku utama sesuai dengan tingkat keterlibatannya mencerminkan keadilan substantif dan pengakuan terhadap peran yang berbeda dalam kejahatan tersebut.
Selain itu, peneliti menganggap bahwa perhatian hakim terhadap aspek pencegahan dan efek jera sangat relevan dalam konteks pemberantasan narkotika, karena ini dapat mencegah terulangnya perbuatan dan memperkuat upaya penegakan hukum secara menyeluruh. Peneliti menyarankan agar dalam praktiknya, penjatuhan sanksi tetap didasarkan pada bukti dan pertimbangan objektif agar proses peradilan tetap adil dan transparan.
Secara keseluruhan, peneliti menilai bahwa jawaban hakim menunjukkan pendekatan yang adil dan proporsional dalam menegakkan hukum terhadap pelaku perantara narkotika, sekaligus memperhatikan aspek pencegahan kejahatan yang lebih luas.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang apakah hakim mempertimbangkan faktor-faktor tertentu dalam menetapkan hukuman kepada pelaku perantara, seperti tingkat keterlibatan atau pengaruh terhadap jaringan peredaran narkotika, yaitu:
Ya, dalam menetapkan hukuman kepada pelaku perantara, saya mempertimbangkan beberapa faktor penting, antara lain tingkat keterlibatan mereka dalam peredaran narkotika dan pengaruh mereka terhadap jaringan peredaran tersebut. Faktor keterlibatan yang signifikan, seperti peran aktif dalam pengiriman atau distribusi, tentu menjadi dasar untuk menetapkan hukuman yang lebih berat. Selain itu, saya juga menilai sejauh mana pelaku perantara ini mempengaruhi keberlanjutan dan luasnya jaringan peredaran narkotika tersebut. Jika terbukti bahwa pelaku perantara memiliki peran strategis dan berpengaruh besar dalam memperluas jaringan, maka pertimbangan hukuman harus disesuaikan untuk memberikan efek jera yang maksimal. Demikian juga, faktor-faktor lain seperti niat, keadaan pribadi, dan upaya rehabilitasi turut menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yang adil dan proporsional.[footnoteRef:17] [17: Hasil wawancara dengan Bapak Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti jawaban hakim tersebut menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan berimbang dalam menetapkan hukuman terhadap pelaku perantara narkotika. Peneliti mengapresiasi bahwa hakim mempertimbangkan faktor tingkat keterlibatan, seperti peran aktif dalam pengiriman atau distribusi, sebagai dasar utama dalam menentukan berat ringannya hukuman. Pendekatan ini menunjukkan penerapan prinsip keadilan berdasarkan tingkat kontribusi dan risiko yang dihasilkan oleh pelaku perantara.
Peneliti juga menyoroti bahwa hakim menilai pengaruh pelaku perantara terhadap keberlanjutan dan luasnya jaringan peredaran narkotika, yang mencerminkan perhatian terhadap aspek strategis dan dampak jangka panjang dari kejahatan tersebut. Penegasan bahwa peran strategis dan pengaruh besar bisa memperbesar pertimbangan hukuman berfungsi sebagai upaya memberi efek jera maksimal, yang sejalan dengan tujuan pencegahan kejahatan.
Selain itu, peneliti menghargai bahwa faktor niat, keadaan pribadi, dan upaya rehabilitasi turut dipertimbangkan, menunjukkan bahwa putusan tidak hanya didasarkan pada aspek formal tetapi juga mempertimbangkan aspek humanis dan rehabilitatif, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.
Secara keseluruhan, peneliti menilai bahwa jawaban hakim menunjukkan pemikiran yang matang dan adil dalam menyesuaikan hukuman dengan tingkat keterlibatan dan karakteristik pelaku perantara, sekaligus memperhatikan aspek pencegahan dan rehabilitasi. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus memperkuat upaya pemberantasan narkotika secara efektif dan manusiawi.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang bgaimana hakim menilai relevansi dan cukup tidaknya bukti terhadap pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada pelaku perantara dalam putusan ini, yaitu:
Dalam menilai relevansi dan kecukupan bukti terhadap pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada pelaku perantara dalam putusan ini, saya telah melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan. Bukti-bukti yang relevan, seperti keterangan saksi, barang bukti, serta dokumen pendukung, dinilai cukup kuat untuk membuktikan keterlibatan dan peran pelaku perantara dalam peredaran narkotika tersebut. Saya juga memastikan bahwa bukti-bukti tersebut memenuhi standar pembuktian yang berlaku, yaitu beyond reasonable doubt. Apabila ada keraguan, maka harus diutamakan untuk tidak menjatuhkan hukuman. Namun, berdasarkan pertimbangan keseluruhan bukti yang ada, saya memandang bahwa bukti tersebut sudah cukup untuk mempertanggungjawabkan pelaku perantara secara hukum, sehingga putusan ini didasarkan pada bukti yang relevan dan cukup untuk mendukung pertimbangan hukum yang diberikan.[footnoteRef:18] [18: Hasil wawancara dengan Bapak Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti jawaban hakim tersebut menunjukkan pendekatan yang sistematis dan hati-hati dalam menilai relevansi dan kecukupan bukti terhadap pertanggungjawaban hukum pelaku perantara. Peneliti mengapresiasi bahwa hakim secara cermat melakukan pemeriksaan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, termasuk keterangan saksi, barang bukti, dan dokumen pendukung, yang menunjukkan komitmen terhadap proses pemeriksaan yang objektif dan menyeluruh.
Peneliti menyoroti bahwa penegasan hakim mengenai standar pembuktian "beyond reasonable doubt" mencerminkan penerapan prinsip hukum yang ketat dan adil dalam sistem peradilan pidana, memastikan bahwa hukuman hanya dijatuhkan jika bukti benar-benar cukup dan meyakinkan. Peneliti juga mengapresiasi bahwa hakim menyatakan bahwa apabila terdapat keraguan, maka sebaiknya tidak menjatuhkan hukuman, yang menunjukkan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah dan prinsip keadilan substantif.
Selain itu, peneliti menganggap bahwa penilaian bahwa bukti yang ada sudah cukup untuk mempertanggungjawabkan pelaku perantara secara hukum menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan secara objektif dan proporsional seluruh aspek bukti. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa putusan pengadilan didasarkan pada fakta dan bukti yang valid serta memenuhi standar pembuktian yang berlaku.
Secara keseluruhan, peneliti menilai bahwa jawaban hakim mencerminkan proses penegakan hukum yang adil, objektif, dan berhati-hati dalam menilai bukti, sehingga mendukung keberlanjutan kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana dan memastikan bahwa hak-hak Terdakwa Muhammad Fauzi tetap terlindungi.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang apakah ada rekomendasi atau arahan dari hakim terkait upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelaku perantara dalam kasus narkotika di masa mendatang, yaitu:
Dalam putusan ini, saya ingin menegaskan bahwa upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelaku perantara dalam kasus narkotika merupakan tanggung jawab bersama seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat. Oleh karena itu, saya memberikan rekomendasi agar aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika, termasuk memperkuat kerjasama antar lembaga terkait. Selain itu, diperlukan langkah-langkah preventif melalui edukasi dan sosialisasi bahaya narkotika kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar mereka tidak terjerumus ke dalam peredaran narkotika. Dalam hal ini, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan berkeadilan, serta didukung dengan upaya rehabilitasi bagi pelaku yang membutuhkan. Diharapkan, dengan langkah-langkah tersebut, dapat memperkecil peluang pelaku perantara untuk terlibat kembali dalam peredaran narkotika di masa mendatang.[footnoteRef:19] [19: Hasil wawancara dengan Bapak Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti jawaban hakim tersebut mencerminkan pendekatan yang komprehensif dan holistik dalam penanganan kasus narkotika, tidak hanya berhenti pada aspek penjatuhan hukuman, tetapi juga menegaskan pentingnya upaya pencegahan dan penegakan hukum secara bersama-sama. Peneliti mengapresiasi bahwa hakim menempatkan tanggung jawab tersebut sebagai tanggung jawab bersama antara aparat penegak hukum dan masyarakat, yang menunjukkan pemahaman bahwa keberhasilan pemberantasan narkotika memerlukan kolaborasi lintas sektor.
Peneliti juga menyoroti bahwa rekomendasi untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan, termasuk memperkuat kerjasama antar lembaga, merupakan langkah strategis yang penting dalam mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkotika. Langkah preventif melalui edukasi dan sosialisasi bahaya narkotika, khususnya kepada generasi muda, menunjukkan pendekatan preventif yang esensial dalam mengurangi risiko keterlibatan kembali pelaku perantara di masa mendatang.
Selain itu, penekanan pada penegakan hukum secara tegas dan berkeadilan, disertai dengan upaya rehabilitasi bagi pelaku yang membutuhkan, mencerminkan prinsip keadilan dan humanisme dalam sistem peradilan pidana. Peneliti menganggap bahwa kombinasi upaya penindakan, pencegahan, edukasi, dan rehabilitasi ini penting untuk menciptakan efek jera sekaligus mendukung proses reintegrasi sosial pelaku.
Secara keseluruhan, peneliti menilai bahwa jawaban hakim menunjukkan pemikiran yang seimbang dan strategis dalam menanggulangi peredaran narkotika secara menyeluruh, yang diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang dalam menurunkan angka peredaran dan mengurangi keterlibatan pelaku perantara di masa mendatang.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada pelaku pelaku perantara dalam kasus narkotika berdasarkan putusan nomor 355/Pid.Sus/2025/PN Mdn yaitu pertanggungjawaban hukum pidana berupa pidana mati karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi pelaku perantara dalam jual beli narkotika golongan I dengan jumlah barang bukti sabu sebanyak 29.000 gram dan 39.000 butir pil ekstasi” yang disembunyikan dalam plastik the warna hijau merek Guanyinwang. Putusan hakim menunjukkan bahwa pelaku perantara yang terbukti aktif dan berperan penting dalam proses distribusi narkotika harus mendapatkan sanksi tegas, termasuk pidana mati, sebagai bentuk efek jera dan penegakan keadilan. Hakim menilai bahwa peran sebagai pelaku perantara, terutama yang terlibat secara langsung dalam pengantaran dan penyaluran narkotika, merupakan faktor utama yang memperkuat pertanggungjawaban hukum mereka.
C. Tantangan Dan Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perantara Jual Beli Narkotika Yang Dijatuhi Pidana Mati Berdasarkan Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2025/PN Mdn

Perdagangan dan peredaran narkotika di Indonesia semakin kompleks dan masif, menimbulkan tantangan besar bagi aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan tersebut. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah keberadaan pelaku perantara narkotika, seperti kurir, pengedar kecil, dan jaringan yang berperan sebagai penghubung antara produsen dan pengguna akhir. Peran mereka sangat penting dalam kelangsungan peredaran narkotika, namun juga menjadi sasaran utama dalam upaya penegakan hukum.[footnoteRef:20] [20: Anisa Nazaila Idris dkk, Analisis tentang Problematika Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, Jurnal Aliansi, Vol. 2, No. 6, 2025, hlm. 167.] 

Meski telah dilakukan berbagai upaya penindakan, proses penegakan hukum terhadap pelaku perantara narkotika masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan. Faktor-faktor seperti keterbatasan alat bukti, jaringan yang tersembunyi dan canggih, serta perlawanan dari para pelaku sering kali menghambat proses pengungkapan dan penindakan. Selain itu, tantangan dari aspek hukum dan sumber daya manusia juga menjadi kendala yang cukup signifikan.[footnoteRef:21] [21: Ghina Syakirah Darusslam dkk, Problematika Penegakan Hukum TerhadapTindak Pidana Narkotika di Indonesia, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 3, No. 4, 2026, hlm. 22.] 

Situasi ini menunjukkan perlunya pemahaman yang mendalam terhadap berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap v narkotika. Dengan mengetahui akar permasalahan tersebut, maka strategi penanganan yang lebih efektif dan efisien dapat dikembangkan untuk memberantas peredaran narkotika secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Untuk mendapatkan gambaran terkait tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelaku perantara jual beli narkotika yang dijatuhi pidana mati berdasarkan putusan nomor 355/Pid.Sus/2025/PN Mdn dapat dijelaskan melalui hasil wawancara dengan salah satu hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Adapun hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam menegakkan hukuman terhadap pelaku perantara narkotika yang dijatuhi pidana mati di tingkat pengadilan ini, yaitu:
Tantangan utama yang dihadapi dalam menegakkan hukuman terhadap pelaku perantara narkotika yang dijatuhi pidana mati di tingkat pengadilan ini antara lain adalah aspek keberlanjutan proses pembuktian yang kompleks dan membutuhkan bukti yang kuat serta memenuhi standar hukum yang tinggi. Selain itu, terdapat tantangan dalam memastikan hak asasi manusia dan keadilan prosedural tetap terlindungi, mengingat hukuman mati merupakan sanksi yang sangat berat. Selanjutnya, kendala dalam pengawasan dan pelaksanaan hukuman mati, termasuk terkait eksekusi yang harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai prosedur hukum, juga menjadi tantangan tersendiri. Faktor internasional dan sensitivitas sosial terkait hukuman mati di masyarakat maupun kebijakan luar negeri turut mempengaruhi penegakan hukuman ini. Oleh karena itu, penegakan hukuman mati harus dilakukan secara hati-hati, berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku dan dengan memperhatikan aspek keadilan serta hak asasi manusia.[footnoteRef:22] [22: Hasil wawancara dengan Bapak Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti jawaban hakim tersebut menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas dan tantangan dalam penegakan hukuman mati terhadap pelaku perantara narkotika. Peneliti mengapresiasi bahwa hakim mengidentifikasi berbagai aspek tantangan, mulai dari proses pembuktian yang memerlukan bukti yang kuat dan memenuhi standar hukum tinggi, hingga aspek hak asasi manusia dan keadilan prosedural yang harus tetap dilindungi. Hal ini menunjukkan kesadaran hakim akan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Peneliti juga menyoroti bahwa pengawasan dan pelaksanaan hukuman mati, termasuk eksekusi yang harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai prosedur, merupakan tantangan praktis yang memerlukan kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku. Faktor internasional dan sensitivitas sosial terkait hukuman mati di masyarakat maupun kebijakan luar negeri turut menjadi faktor penting yang memengaruhi penegakan hukuman ini, menunjukkan bahwa penegakan hukuman mati tidak hanya bersifat domestik tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika global dan opini publik.
Dalam konteks ini, peneliti menganggap bahwa pernyataan hakim mencerminkan pendekatan yang berhati-hati dan berlandaskan pada prinsip keadilan, hukum, serta hak asasi manusia. Peneliti menilai bahwa sikap ini sangat penting agar penegakan hukuman mati tetap relevan dan tidak melanggar norma-norma hak asasi manusia, sekaligus memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan transparan.
Secara keseluruhan, peneliti menganggap bahwa jawaban hakim menunjukkan kesadaran akan kompleksitas dan sensitivitas penegakan hukuman mati, serta pentingnya melakukan penegakan hukuman tersebut secara hati-hati dan bertanggung jawab.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang hambatan apa yang sering muncul dalam proses pembuktian terhadap peran v dalam kasus narkotika, terutama yang berpotensi dijatuhi pidana mati, yaitu:
Hambatan yang sering muncul dalam proses pembuktian terhadap peran pelaku perantara dalam kasus narkotika, khususnya yang berpotensi dijatuhi pidana mati, antara lain adalah keterbatasan dan sulitnya memperoleh bukti langsung yang menguatkan keterlibatan pelaku perantara secara pasti. Banyak kasus yang melibatkan pelaku perantara yang berperan sebagai kurir atau penghubung, namun identitas serta peran mereka sering kali tersembunyi dan sulit dibuktikan secara definitif. Selain itu, adanya upaya untuk menutupi jejak dan bukti oleh pelaku utama maupun pelaku perantara, serta keterbatasan alat bukti dan saksi yang dapat diandalkan, menjadi hambatan tersendiri. Keterbatasan akses terhadap bukti digital, transaksi keuangan, dan komunikasi juga sering menjadi kendala dalam mengungkap peran mereka secara komprehensif. Oleh karena itu, proses pembuktian harus dilakukan secara cermat dan hati-hati agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan peran dan tanggung jawab pelaku perantara.[footnoteRef:23] [23: Hasil wawancara dengan Bapak Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti jawaban hakim tersebut menunjukkan pemahaman yang mendalam mengenai tantangan substantif dan prosedural dalam proses pembuktian terhadap pelaku perantara narkotika yang berpotensi dijatuhi pidana mati. Peneliti mengapresiasi bahwa hakim mengidentifikasi hambatan utama, seperti keterbatasan dan kesulitan dalam memperoleh bukti langsung yang menguatkan keterlibatan pelaku perantara secara pasti, yang sering kali tersembunyi atau sulit diungkapkan secara definitif.
Peneliti juga menyoroti bahwa upaya untuk menutupi jejak dan bukti oleh pelaku utama maupun pelaku perantara serta keterbatasan alat bukti dan saksi yang dapat diandalkan, memperlihatkan adanya tantangan nyata dalam memastikan akurasi dan keadilan dalam proses pembuktian. Keterbatasan akses terhadap bukti digital, transaksi keuangan, dan komunikasi menambah kompleksitas dalam mengungkap peran mereka secara menyeluruh, yang secara langsung mempengaruhi kecepatan dan ketepatan penegakan hukum.
Dalam konteks ini, peneliti menilai bahwa penegasan hakim mengenai perlunya proses pembuktian dilakukan secara cermat dan hati-hati sangat penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan peran dan tanggung jawab pelaku perantara. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam kasus yang berat seperti hukuman mati.
Secara keseluruhan, peneliti menganggap bahwa jawaban hakim menunjukkan kesadaran akan kompleksitas dan tantangan dalam mengungkap peran pelaku perantara narkotika secara akurat dan adil, serta pentingnya proses pembuktian yang teliti untuk memastikan keadilan dan mencegah kesalahan hukum.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang bagaimana hakim menanggapi kendala dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum saat menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku perantara narkotika, yaitu:
Saya sebagai hakim selalu berupaya untuk menanggapi kendala dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum saat menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku perantara narkotika dengan mengedepankan prinsip keadilan substantif dan prosedural. Kendala tersebut, seperti memastikan bukti yang cukup dan memenuhi standar pembuktian, serta menjaga hak-hak Terdakwa Muhammad Fauzi dalam proses peradilan, menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, saya memastikan bahwa setiap putusan didasarkan pada fakta-fakta yang telah terverifikasi secara menyeluruh dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, saya juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan hak asasi manusia, serta mengikuti ketentuan hukum internasional terkait hukuman mati. Dengan demikian, saya berusaha menjatuhkan hukuman yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tanpa mengabaikan hak-hak Terdakwa Muhammad Fauzi dan keadilan bagi masyarakat.[footnoteRef:24] [24: Hasil wawancara dengan Bapak Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti jawaban hakim tersebut menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku perantara narkotika. Peneliti mengapresiasi bahwa hakim secara eksplisit menyatakan upaya untuk mengatasi kendala-kendala utama, seperti memastikan bukti yang cukup dan memenuhi standar pembuktian, serta menjaga hak-hak Terdakwa Muhammad Fauzi selama proses peradilan berlangsung. Hal ini mencerminkan kesadaran hakim akan pentingnya proses peradilan yang adil dan transparan, terutama dalam perkara yang berisiko menimbulkan kontroversi sosial dan hak asasi manusia.
Peneliti juga menyoroti bahwa hakim mengintegrasikan prinsip keadilan substantif dan prosedural dalam setiap langkah pengambilan keputusan, serta memperhatikan aspek keadilan sosial dan hak asasi manusia, termasuk mengikuti ketentuan hukum internasional terkait hukuman mati. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada aspek formalistik, tetapi juga mempertimbangkan aspek normative dan kemanusiaan dalam penegakan hukum.
Selain itu, peneliti menganggap bahwa pernyataan hakim tentang memastikan bahwa putusan didasarkan pada fakta yang terverifikasi secara menyeluruh dan sesuai ketentuan hukum menunjukkan kesadaran akan pentingnya akurasi dan keadilan dalam putusan pengadilan. Pendekatan ini penting untuk mencegah kesalahan hukuman mati yang dapat berakibat fatal.
Secara keseluruhan, peneliti menilai bahwa jawaban hakim mencerminkan sikap profesional, hati-hati, dan berorientasi pada keadilan yang berimbang, yang sangat penting dalam konteks penegakan hukuman mati, di mana risiko kesalahan sangat tinggi. Peneliti menganggap bahwa sikap ini menjadi contoh positif dalam praktik peradilan pidana yang mengedepankan keadilan dan hak asasi manusia.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang apakah ada tantangan dalam implementasi eksekusi hukuman mati terhadap pelaku perantara narkotika, baik dari sisi hukum, sosial, maupun administratif, yaitu:
Ya, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi eksekusi hukuman mati terhadap pelaku perantara narkotika yang meliputi aspek hukum, sosial, dan administratif. Dari sisi hukum, tantangan utama adalah memastikan bahwa seluruh proses eksekusi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hak asasi manusia yang berlaku, termasuk penegakan prosedur yang ketat dan penjaminan hak Terdakwa Muhammad Fauzi. Dari aspek sosial, terdapat resistensi dan penolakan dari masyarakat maupun organisasi internasional terhadap hukuman mati, yang dapat mempengaruhi opini publik dan keberlanjutan proses eksekusi. Sementara dari sisi administratif, tantangan meliputi kendala logistik, koordinasi antar lembaga terkait, serta pengamanan selama proses eksekusi agar berjalan lancar dan aman. Oleh karena itu, implementasi eksekusi hukuman mati harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum, sambil memperhatikan aspek sosial dan administratif agar berjalan dengan efektif dan manusiawi.[footnoteRef:25] [25: Hasil wawancara dengan Bapak Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti jawaban hakim tersebut menunjukkan pemahaman yang komprehensif tentang berbagai tantangan dalam pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap pelaku perantara narkotika. Peneliti mengapresiasi penekanan hakim terhadap tiga aspek utama, yaitu aspek hukum, sosial, dan administratif, yang semuanya sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan dan keabsahan proses eksekusi.
Dari sisi hukum, hakim menegaskan pentingnya memastikan bahwa seluruh proses eksekusi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan hak asasi manusia, termasuk prosedur yang ketat dan perlindungan hak Terdakwa Muhammad Fauzi. Peneliti menilai bahwa aspek ini krusial untuk mencegah kesalahan prosedural yang dapat berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia dan potensi pembatalan eksekusi di kemudian hari.
Aspek sosial yang diangkat menunjukkan adanya resistensi dan penolakan terhadap hukuman mati dari masyarakat maupun organisasi internasional. Peneliti menganggap ini sebagai tantangan penting yang memengaruhi opini publik dan legitimasi proses eksekusi. Respon sosial ini harus dikelola dengan baik agar proses dapat berjalan secara manusiawi dan sesuai dengan norma internasional.
Aspek administratif, termasuk kendala logistik, koordinasi lembaga, dan pengamanan, menunjukkan bahwa implementasi eksekusi memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang matang agar berjalan lancar dan aman. Peneliti melihat bahwa tantangan ini menuntut kerjasama yang efektif antar lembaga dan sumber daya yang memadai.
Secara keseluruhan, peneliti menilai bahwa jawaban hakim mencerminkan kesadaran akan kompleksitas pelaksanaan hukuman mati dan pentingnya pendekatan hati-hati, bertanggung jawab, serta memperhatikan aspek sosial dan administratif agar eksekusi dapat dilakukan secara manusiawi, adil, dan efektif. Pendekatan ini penting untuk menjaga integritas sistem peradilan dan menghormati hak asasi manusia dalam pelaksanaan hukuman mati.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku perantara narkotika yang berpotensi menerima hukuman mati, yaitu:
Menanggapi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku perantara narkotika yang berpotensi menerima hukuman mati, saya berpendapat bahwa langkah-langkah strategis perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Pertama, penegakan hukum harus didukung dengan penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pembekalan terkait teknologi dan metode penyidikan terbaru, agar mampu mengungkap skema pelaku perantara narkotika secara lebih efektif. Kedua, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antar lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan, untuk memastikan proses penanganan yang cepat dan tepat. Ketiga, peningkatan penggunaan sistem teknologi informasi dan data intelijen untuk memantau dan mengidentifikasi pelaku perantara narkotika secara lebih akurat. Keempat, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkotika serta pentingnya peran masyarakat dalam pemberantasan narkotika. Kelima, penegakan hukum harus tetap berlandaskan prinsip keadilan dan hak asasi manusia, sehingga proses peradilan berjalan adil dan tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku perantara narkotika dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.[footnoteRef:26] [26: Hasil wawancara dengan Bapak Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti jawaban hakim tersebut menunjukkan pendekatan yang strategis dan komprehensif dalam menanggapi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku perantara narkotika yang berpotensi menerima hukuman mati. Peneliti mengapresiasi bahwa hakim menyoroti pentingnya penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pembekalan terkait teknologi dan metode penyidikan terbaru. Hal ini menunjukkan kesadaran akan perlunya inovasi dan peningkatan kompetensi agar proses penindakan menjadi lebih efektif dan efisien.
Selanjutnya, peneliti menilai bahwa penekanan pada koordinasi antar lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan, sangat penting untuk memastikan proses penanganan yang cepat, tepat, dan terintegrasi. Koordinasi yang baik dapat mengurangi tumpang tindih tugas dan mempercepat proses penegakan hukum.
Penggunaan sistem teknologi informasi dan data intelijen yang lebih canggih juga dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan akurasi dalam mengidentifikasi dan memantau pelaku perantara narkotika. Peneliti menilai bahwa inovasi teknologi ini dapat membantu mengurangi celah yang sering dimanfaatkan pelaku narkotika.
Selain itu, peneliti mengapresiasi penekanan pada sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkotika serta peran masyarakat dalam pemberantasan narkotika. Pendekatan ini penting untuk membentuk kesadaran kolektif dan mendukung keberhasilan penegakan hukum dari aspek sosial.
Yang terakhir, penegasan bahwa penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keadilan dan hak asasi manusia menunjukkan komitmen untuk menjunjung tinggi aspek normatif dalam penegakan hukum. Peneliti menilai bahwa sikap ini penting agar proses peradilan tetap adil dan tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus menghindari pelanggaran hak asasi manusia.
Secara keseluruhan, peneliti menilai bahwa jawaban hakim mencerminkan pendekatan yang holistik, inovatif, dan berorientasi pada keberlanjutan efektivitas penegakan hukum serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pendekatan ini sangat relevan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum terhadap kasus narkotika yang kompleks dan sensitif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelaku perantara jual beli narkotika yang dijatuhi pidana mati berdasarkan putusan nomor 355/Pid.Sus/2025/PN Mdn menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang kompleks. Tantangan utama meliputi proses pembuktian yang memerlukan bukti kuat dan memenuhi standar hukum tinggi, serta risiko kekeliruan dalam menentukan peran pelaku perantara yang sering tersembunyi dan sulit dibuktikan secara definitif. Hambatan lain meliputi keterbatasan akses terhadap bukti digital, transaksi keuangan, dan komunikasi yang menyulitkan pengungkapan secara menyeluruh. Selain itu, faktor eksternal seperti resistensi sosial dan keberatan dari masyarakat maupun organisasi internasional turut mempengaruhi proses eksekusi hukuman mati, yang harus dilakukan dengan hati-hati, sesuai prosedur, dan memperhatikan aspek hak asasi manusia. Penegak hukum dan hakim berupaya mengatasi hambatan tersebut melalui langkah strategis seperti peningkatan kapasitas aparat, koordinasi antar lembaga, pemanfaatan teknologi informasi, serta pendekatan yang berlandaskan keadilan dan hak asasi manusia. Pendekatan ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan hak asasi, sekaligus memastikan proses peradilan yang adil dan transparan.
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